


















Kontradiksi P	10/2019	dengan PP	71/2014	Jo	PP	
57/2016,	dan	P	16/2017

P.10/2019	indikasi memberikan peluang bagi
perusahaan Hutan Tanaman Industri dan	

perkebunan sawit tetap bisa beroperasi pada	Fungsi
Lindung EkosistemGambut

(1)

PP	71/2014	Jo	PP	57/2016,	memberikan pembatasan
pemanfaatan pada	Fungsi Lindung EkosistemGambut
dan	terhadap usaha memiliki izin yang	telah beroperasi,	

namun P	10/2019	memberikan peluang pemanfaatan
pada	areal	di	luar Puncak Kubah gambut dan	terhadap
usaha yang	telah memiliki izin

PP	71/2014	Jo	PP	57/2016 P	10/2019
Pasal 45
a. izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem

Gambut pada	fungsi lindung Ekosistem Gambut yang	telah terbit
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan	sudah beroperasi,	
dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.	

b. kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung
yang	telah mendapat izin usaha dan	belum ada kegiatan di	lokasi,	izin
usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis
Gambut.	

Pasal 8	
(1) Areal	di	luar Puncak Kubah Gambut dapat berada pada:	
a. fungsi lindung Ekosistem Gambut;	dan	
b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
(2)	Areal	di	luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud
pada	ayat (1)	dapat dimanfaatkan
(3) Pemanfaatan areal	di	luar Puncak KubahGambut
sebagaimana dimaksud pada	ayat (2)	yang	memiliki izin dapat
dilakukan sampai jangka waktu izin berakhir dengan kewajiban
menjaga fungsi hidrologis Gambut.	

Kalimat dapat dimanfaatkan dan	memiliki izinpada	 P	10/2019	dapat dimaknai bahwa areal	di	luar puncak gambut terutama pada	FLEG	baik yang	masihberupa hutan alam,	
semakbelukar dapat dibuka atau dimanfaatkan sepanjang usaha tersebut telahmemiliki izin sampai jangka waktu izin berakhir.	SedangkanPP	71/2014	dan	PP	57/2016	
membatasi pemanfaatandapat dilanjutkanhanya pada	usaha yang	telah beroperasi

Menggunakan frasa yang	memiliki izin”	tanpa menjelaskankapan izin tersebut diberikan,	apakah untuk izin yang	sudah ada/diberikan sebelum aturanatau yang	akan datang?	
Artinya,	ketentuan “yang	memiliki izin (saja)”	tersebut dapat ditafsirkanuntuk menerbitkan izin baru dalam FLEG	denganalasan “di	luar puncak kubah gambut”.



Kontradiksi P	10/2019	dengan PP	71/2014	Jo	PP	57/2016,	dan	P	16/2017
(2)

P	10/2019	menjelaskan
pemanfaatan yang	telah
dibudidayakanmasih
dapat dipanen,	dilarang
ditanami kembali setelah
pemanenan,	dan	wajib
dilakukan pemulihan
hanya pada	Puncak
Kubah Gambut,	

sedangkan pada	P	
16/2017	menyebutkan
pada	Kubah Gambut.		

Puncak Kubah Gambut adalah areal	pada	Kubah Gambut yang	mempunyai topografi paling	tinggi
dari wilayah sekitarnya yang	penentuannya berbasis neraca air	denganmemperhatikan prinsip
keseimbangan air	(water	balance),	Pasal 1	(5)	P10/2019

P	16/2017 P	10/2019
Pasal 4	
(3) Kubah Gambut yang	berada dalam areal	usaha

yang	telah dibudidayakanmerupakan ekosistem
gambut dengan fungsi lindung,	masih dapat
dipanen,	dilarang ditanami kembali setelah
pemanenan,	dan	wajib dilakukan pemulihan.

Pasal 4
(2) Puncak Kubah Gambut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan:
a) bagian dari areal fungsi lindung

Ekosistem Gambut;
b) areal yang wajib dijadikan sebagai

kawasan lindung; dan
c) areal yang dilarang dibudidayakan

kembali:
1. setelah pemanenan,	untuk usaha

pemanfaatan hasil hutan tanaman
industri;	atau

2. setelah jangka waktu izin usaha
berakhir,	untuk usaha perkebunan

Kubah Gambut adalah areal	KHG	yang	mempunyai topografi yang	lebih tinggi dari wilayah
sekitarnya,	sehingga secara alami mempunyai kemampuanmenyerap dan	menyimpan air	
lebih banyak,	serta menyuplai air	pada	wilayah sekitarnya (Pasal 1,	(4),	P10/2019



Kontradiksi P	10/2019	dengan PP	71/2014	Jo	PP	57/2016,	dan	P	16/2017
(3)

P	10/2019	terhadap
Puncak gambut yang	
terlanjur
dimanfaatkan dapat
digantikan fungsi
hidrologis Gambut
dari Puncak Kubah
Gambut lainnya.	

Berdasarkan PP	
71/2014	Jo	PP	
57/2016,	
menegaskan 1	(satu)	
atau lebih Puncak
Kubah Gambut
merupakan bagian
Fungsi Lindung
EkostemGambut

dapat maknai bahwa dalam 1	(satu)	KHG	hanya dibutuhkan 1	(satu)	Puncak Kubah Gambut dalam Ekosistem
Lindung Gambut,	Padahal menurut PP	71/2014	Jo	PP	57/2016 Pasal 9	Ayat	(3)	menegaskan “Menteri	wajib
menetapkan fungsi lindung ekosistem gambut paling	sedikit 30%	dan	seluruh luas kesatuan hidrologis gambut
yang	letaknya dimulai dari 1	(satu)	atau lebih puncak kubah gambut”.	

Pasal 7 P 10/2019 kontradiktif dengan Pasal 4 Ayat (2) P 10/2019, dimana Puncak Kubah Gambut merupakan “areal
yang dilarang dibudidayakan kembali setelah pemanenan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri
atauuntuk usaha perkebunan

PP	71/2014	Jo	PP	57/2016 P	10/2019
Pasal 9
(3) Menteri	wajib menetapkan fungsi lindung ekosistem

gambut paling	sedikit 30%	(tiga puluh per	seratus)	dan	
seluruh luas kesatuan hidrologis gambut yang	letaknya
dimulai dari 1	(satu)	atau lebih puncak kubah gambut.

(3) Dalam hal di	luar 30%	(tiga puluh per	seratus)	dari seluruh
luas kesatuanhidrologis gambut sebagaimana dimaksud
pada	ayat (3)	masih terdapat:	

a. Gambut dengan ketebalan 3	(tiga)	meter	atau lebih;	
b. Plasma	nutfah spesifik dan/atau endemik;	
c. Spesies yang	dilindungi sesuai denganperaturan

perundang undangan;	dan/atau
d. Ekosistem gambut yang	berada di	kawasan lindung

sebagaimana ditetapkandalam rencana tata	ruang
wilayah,	kawasan hutan lindung,	 dan	kawasan hutan
konservasi,	

Pasal 4
(2) Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan:
a) bagian dari areal fungsi lindung Ekosistem Gambut;
b) areal yang wajib dijadikan sebagai kawasan lindung;

dan
c) areal yang dilarang dibudidayakan kembali:
1. setelah pemanenan,	 untuk usaha pemanfaatan hasil

hutan tanaman industri;	atau
2. setelah jangka waktu izin usaha berakhir,	untuk usaha

perkebunan

Pasal 7	
(1)	Dalam hal terdapat lebih dari 1	(satu)	Puncak Kubah
Gambut dalam 1	(satu)	KHG,	Puncak Kubah Gambut yang	
telah dimanfaatkan dapat terus dimanfaatkan dengan
menggantikan fungsi hidrologisGambut dari Puncak Kubah
Gambut lainnya.	



Kontradiksi P	10/2019	dengan PP	71/2014	Jo	PP	57/2016,	dan	P	16/2017
(4)

PP	71/2014	&	PP	57/2016	mewajibkan	
perlindungan	dan	pemulihan	setiap	
FLEG	secara	keseluruhan	dan	hanya	
mengizinkan	kegiatan	yang	terbatas	
atau	sedikit	berdampak	bagi	
pemanfaatan	FLEG	(Pasal	21,	ayat	1).	

P 10/2019	mewajibkan	perlindungan	
dan	pemulihan	terhadap	Puncak	Kubah	
Gambut	yang	merupakan	bagian	areal	
FLEG.	Mengizinkan	kegiatan	
pemanfaatan	usaha	di	luar	Puncak	
Kubah	Gambut	dalam	FLEG	(Pasal	4	dan	
8).	

PP	71/2014	Jo	PP	57/2016 P	10/2019
Pasal 21 PP 71/2014 Jo PP 57/2016
(1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada
Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) dapat dilakukan secara terbatas
untuk kegiatan:
a. penelitian;
b. ilmu pengetahuan;
c. pendidikan; dan/atau
d. jasa lingkungan.

Pasal 4
(2) Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan:
a) bagian dari areal fungsi lindung Ekosistem Gambut;
b) areal yang wajib dijadikan sebagai kawasan lindung;

dan
c) areal yang dilarang dibudidayakan kembali:
1. setelah pemanenan,	untuk usaha pemanfaatan hasil

hutan tanaman industri;	 atau
2. setelah jangka waktu izin usaha berakhir,	untuk

usaha perkebunan

Pasal 8
(1) Areal	di	luar Puncak Kubah Gambut dapat berada

pada:	
a. fungsi lindung Ekosistem Gambut;	dan	
b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
(1) Areal	di	luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana

dimaksud pada	ayat (1)	dapat dimanfaatkan
(2) Pemanfaatanareal	di	luar Puncak Kubah Gambut

sebagaimana dimaksud pada	ayat (2)	yang	memiliki
izin dapat dilakukan sampai jangka waktu izin
berakhir dengan kewajiban menjaga fungsi
hidrologis Gambut.	



Kontradiksi P	10/2019	dengan PP	71/2014	Jo	PP	57/2016,	dan	P	16/2017
(4)

P 10/2019	bertentangan
sendiri di	dalamnya:	Pasal 2
tertulis cakupan peraturan
mengatur dua hal,	penetapan
Puncak Kubah Gambut
berdasarkan KHG	dan	
pengelolaan Puncak Kubah
gambut.	Bagaimanapun,	
Pasal-pasal lain	memiliki
aturan untuk pengelolaan
FLEG	di	luar Puncak Kubah
Gambut.	

P	10/2019
Pasal 2
Ruang lingkup PeraturanMenteri	ini mengatur:	
a.	penentuan dan	penetapan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG;	dan	
b.	pengelolaan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG.

Pasal 8
(1)	Areal	di	luar Puncak Kubah Gambut dapat berada pada:	
a.	fungsi lindung Ekosistem Gambut;	dan	
b.	fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
(2)	Areal	di	luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada	ayat (1)	
dapat dimanfaatkan
(3)	Pemanfaatan areal	di	luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud
pada	ayat (2)	yang	memiliki izin dapat dilakukan sampai jangka waktu izin
berakhir dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.	



Kontradiksi P	62/2019	dengan
Peraturan Pemerintah Nomor26	Tahun 2008	Tentang Rencana Tata	RuangWilayah	Nasional

PP	62/2019	 PP	26/2008	

P	62/2019	
Pasal 3	
(1)	 Areal	IUPHHK-HTI	merupakan kawasan Hutan
Produksi
Terbatas dan	kawasan Hutan Produksi Biasa yang	
tidak dibebani izin atauhak pengelolaan dan	
berada pada	kawasanhutan yang	tidak produktif.	

Paragraf 2 Pasal 64 Ayat (1) Kriteria Kawasan 
Budi Daya
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan hutan
produksi terbatas” adalah kawasan hutan
yang secara ruang digunakan untuk budi daya
hutan alam. 



Kontradiksi P	62/2019	dengan
PeraturanMenteri	Kehutanan Republik Indonesia	Nomor:	P.19/Menhut-II/2014	TentangTata	Cara	
Penetapan Peta	Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada	Kawasan	Hutan Produksi Yang	Tidak
Dibebani Izin Untuk Usaha	Pemanfaatan Hasil	Hutan Kayu

PP	62/2019	 P	19/2014

P	62/2019	
Pasal 3	
(1)	 Areal	IUPHHK-HTI	merupakan kawasan Hutan
Produksi
Terbatas dan	kawasan Hutan Produksi Biasa yang	
tidak dibebani izin atauhak pengelolaan dan	
berada pada	kawasanhutan yang	tidak produktif.	

Pasal 2
(2)	Kawasan	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	
diarahkan untuk :	

a)	 Izin Usaha	Pemanfaatan Hasil	Hutan Kayu
pada	Hutan Alam atauRestorasi
Ekosistem (IUPHHK-HA/RE);	

b)	 Hutan Desa (HD);	atau
c)	 Hutan Kemasyarakatan (HKm).	



KETENTUAN	PENUTUP	
Pasal 24	
Pada	saat PeraturanMenteri	ini mulai berlaku:	
PeraturanMenteri	Lingkungan Hidup dan	Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015	tentang Pembangunan	
Hutan Tanaman Industri (Berita Negara	Republik Indonesia	Tahun 2015	Nomor 472);	
PeraturanMenteri	Lingkungan Hidup dan	Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017	
tentang Perubahan atas PeraturanMenteri	Lingkungan Hidup dan	Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-
II/2015	tentang Pembangunan	 Hutan Tanaman Industri (Berita Negara	Republik Indonesia	Tahun 2017	
Nomor 339);	dan	

c.	Seluruh Peraturanpelaksaanaan dari PeraturanMenteri	Lingkungan Hidup dan	Kehutanan Nomor
P.12/MENLHK-II/2015	tentang Pembangunan	 Hutan Tanaman Industri (Berita Negara	Republik Indonesia	
Tahun 2015	Nomor 472)	dan	PeraturanMenteri	Lingkungan Hidup dan	Kehutanan Nomor
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017	tentang Perubahan atas PeraturanMenteri	Lingkungan Hidup dan	
Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015	tentang Pembangunan	Hutan Tanaman Industri (Berita Negara	
Republik Indonesia	Tahun 2017	Nomor 339),	
dicabut dan	dinyatakan tidak berlaku.	

Ketentuan mengenai Tanaman Kehidupanminimal	20%	dari areal	konsesi
pada	P.12/2015	dan	P.17/2016	tidak berlaku lagi dan	tidak ditemukan
penggantinya dalam P.62/2019



KLHK mencabut Permenlhk P.62/2019 tentang
pembangunan HTI karena bertentangan dengan semangat
PP 57/2016 karena pemulihan gambut yang rusak bukan
hanya di puncak kubah gambut, namun diseluruh ekosistem
gambut.
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